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MOTTO

“Barang siapa yang mengambil tanah seseorang dengan paksa,
maka ia akan dibebani memikul tujubh lapis bumi pada hari

kiamat”

Terjemahan sholeh Bukhori 2001 hal. 213
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RINGKASAN

Tanah merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan
Juga untuk pembangunan. Kehidupan manusia scbagian besar tergantung pada
tanah, baik untuk tempat pemukiman dan sumber mata pencahanan, bahkan
bukan hanya dalam kehidupan disaat matipun manusia masih memeriukan
sebidang tanah. Kebutuhan tanah akan semakin meningkat, sedangkan persediaan
tanah sangat terbatas. Keadaan tersebut mengakibatkan harga tanah melonjak dan
sulit untuk diperoleh. Hal tersebut disamping membawa dampak positif vaitu
memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknva juga
membawa dampak negatif yaitu banyak permasalahan di bidang pertanahan

Pembebasan/pelepasan tanah dapat dipandang sebagai langkah pertama
untuk mendapatkan tanah penduduk baik yang akan dipergunakan untuk
kepentingan umum maupun kepentingan swasta. Pembebasan hak atas tanah
mempunyai arti apabila ada pihak yang membebaskan dan ada pihak vang
melepaskan. Tanpa ada yang melepaskan, maka hak atas tanahnya tidak terlepas
(letap melekat).

Oleh karena itu, penyusun mengambil judul TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP TANAH HAK MILIK YANG TERKENA PELEBARAN
DOUBLE WAY JALAN GAJAH MADA KABUPATEN JEMBER. Penvusun
juga memberikan  batasan ruang lingkup hanya mengenai pelaksanaan
pembebasan/pelepasan hak milik atas tanah yang akan digunakan untuk proyek
pelebaran dowble way jalan Gajah Mada Kabupaten Jember,

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi adalah
apakah prosedur pelaksanaan pembebasan hak nuilik atas tanah yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pelebaran Dowble Way jalan Gajah
Mada Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apa kendala vang
dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pembebasan hak milik
atas tanah terhadap pelebaran Double Way jalan Gajah Mada Jember, bagaimana
upaya penyelesman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam

pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah terhadap pelebaran Double Way
jalan Gajah Mada Jember

X1i1
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Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah
untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembebasan/pelepasan hak milik atas
tanah guna proyek pelebaran dowble way jalan Gajah Mada Jember Untuk
menjelaskan dan mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanannya, serta untuk
mengetahui upaya yang akan digunakan untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut,

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Yunidis Normatif Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi
tersebut adalah dengan wawancara dan studi bahan kepustakaan Data yang
diperoleh baik darn wawancara maupun studi dokumen atau bahan pustaka
kemudian diolah dan dianahisis secara deskriptif kualitatif

Secara keseluruhan, wraian dalam sknpsi ini memberikan hasil bahwa
prosedur pelaksanaan pembebasan/pelepasan hak milik atas tanah guna
kepentingan proyek pelebaran double way jalan Gajah Mada Kabupaten Jember
adalah dimula: dan pengajuan permohonan pembebasan/pelepasan hak milik atas
tanah ke kantor pertanahan. Permohonan tersebut kemudian dipenksa dan diteliti,
Jika telah memenuhi syarat yang harus dipenuhi, maka permohonan tersebut
diproses hingga akhirnya permohonan tersebut dikabulkan dan sertipikat hak
milik atas tanah yang bersangkutan diserahkan ke kantor pertanahan

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan/pelepasan hak milik
atas tanah yang dilakukan Hajjah Siti Hamifah, adalah terlalu banvaknya prosedur
yang harus dipenuhi, masih terdapat ketidak cocokan masalah harga tanah antara
pemilik tanah dengan panitia pembebasan tanah, tanah-tanah yang akan
dibebaskan ternyata masih mengandung sengketa dengan pihak ketiga vang
berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan  hilangnya batas-batas tanah
vang akan dilepaskan, Dalam usaha mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya-
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember adalah melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara
musyawarah untuk mufakat kepada pemilik tanah yang terkena proyek pelebaran
Jalan, membenkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang bersangkutan
batk secara langsung maupun dengan media elektronik, memberikan pengertian
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kepada para pihak vang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya terlebih
dahulu dengan cara kekeluargaan, membangun sistem jaringan komputerisasi.

Saran yang dapat penyusun sampaikan dem lancamya proses pelaksanaan
pembebasan/pelepasan hak milik atas tanah tersebut adalah_prosedur yang ada di
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diharapkan untuk dapat disederhanakan
tetapi tidak lepas dari Ketentuan dalam Standar Prosedur Operasi Pelavanan
Pertanahan yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, juga
diharapkan lebith aktif membenkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat
pemilik tanah, diusahakan penyuluhan yang diberikan dilakukan secara langsung,
diharapkan agar masyarakat pemilik tanah yang terkena proyek pelebaran jalan
mengerti arti penting diadakannya proyek tersebut yang memberikan manfaat dan
keuntungan. [ samping itu perlu memberikan pemahaman kepada pemilik tanah,
bahwa hak milik atas tanah bukanlah hak mutlak

Xy
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1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan
juga untuk pembangunan. Kehidupan manusia sebagian besar tergantung pada
tanah, baik untuk tempat pemukiman dan sumber mata pencaharian, bahkan
bukan hanya dalam kehidupan disaat matipun manusia masih memerlukan
sehidang tanah. Kebutuhan tanah akan semakin meningkat, sedangkan persediaan
tanah sangat terbatas. Keadaan tersebut mengakibatkan harga tanah melonjak dan
sulit untuk diperoleh. Hal tersebut disamping membawa dampak positif yaitu
memberikan peningkatan kesejahteraan dan Keuntungan bagi pemiliknva juga
membawa dampak negatif yaitu banyak permasalahan di bidang pertanahan

Melihat pentingnya tanah bagi kehidupan, maka wajar jika terjadi
persaingan  dalam mempercbutkan hak atas tanah. Masalah tanah dapat
memmbulkan persengketaan dan peperangan vang dahsval karena manusia-
manusia alau sesuatu bangsa ingin menguasai lanah orangbangsa lain karena
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Kartasapoetra, 1992 1) Hal
tersebut juga dapat terjadi karena luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia
sangat terbatas, sedangkan manusia vang membutuhkan tanah senantiasa
bertambah. Selain bertambahnya manusia yang memerlukan tanah untuk tempat
perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budava, dan
teknologi menghendaki pula tersedianya tanah vang luas. Hal ini berati bahwa
tanah mempunyai hubungan yang ecrat dengan kehidupan manusia baik
kepentingan ckonomi, sosial maupun politik (Saleh, 1977, 7).

Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945,
landasan politik Hukum Agraria di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik 1945 yakm yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) vang
berbuny:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
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Schubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah perlu membentuk dan
memberlakukan suatu pengaturan hukum pertanahan vang dapat memberikan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakvat Indonesia
Oleh karena itu, kemudian Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal
dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) vang menjamin
kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Undang-Undang Pokok Agraria yang mulai berlaku pada tanggal 24
September 1960 ini meminta perhatian setiap golongan masyarakat di negara kita
bukan hanya karena UUPA tersebut merupakan suatu peraturan yang baru, tetapi
dikarenakan undang-undang ini benar-benar memuat hal-hal yang merupakan
perubahan yang revolusioner dan dramatis terhadap stelsel hukum agraria vang
berlaku hingga kini. Dengan adanya UUPA ini maka peraturan-peraturan lain di
bidang hukum agraria tidak berlaku lagi, yaitu diantaranya yang diatur dalam
Buku IT KUHPerdata pasal 499 hingga pasal 829 (Gautama,1993:3),

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa:

“alas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa,

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Istilah dikuasai pada pasal tersebut bukan berarti dimiliki, tetapi berarti bahwa

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk pada tingkatan

vang tertinggi diberi wewenang untuk :

I. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa,

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
(Saleh, 1977:13).

Negara (dalam hal ini Pemerintah) dapat membenkan hak atas tanah kepada

seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, ataupun suatu badan hukum, Hal
tersebut berarti memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk
menggunakan tanah fersebut sesuai dengan hak yang dipegangnya sepanjang
dalam batas-batas vang diatur olch peraturan perundang-undangan. Hak-hak atas
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tanah mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa hak atas tanah apapun yang ada
pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan atau
tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal
itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sechingga bermanfaat baik bagi
kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya, selain itu bermanfaat pula
bagi masyarakat dan negara (Kartasapoetra, 1992; 2).

Berdasarkan hak menguasai dari negara tersebut, maka ditentukan adanya
macam-macam hak atas tanah yang semuanya tertuang dalam Pasal 16 UUPA.
Hak-hak atas tanah tersebut vaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil
Hutan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah
Pertanian.

Dari uraian di atas, maka dalam menyusun skripsi sebagai tugas akhir untuk
mendapat gelar sarjana, penyusun mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP TANAH HAK MILIK YANG TERKENA PELEBARAN
DOUBLE WAY JALAN GAJAH MADA KABUPATEN JEMBER™.

1.2  Ruang Lingkup

Mengingat masalah-masalah dalam Hukum Agraria mempunyai ruang
lingkup dan cakupan yang sangat luas dan kompleks, maka untuk mempermudah
penyusunan skripsi ini, serta memberikan ketepatan dan ketelitian hasil penelitian,
penyusun memberikan batasan ruang lingkup hanya mengenai pelaksanaan
pembebasan dan pelepasan tanah hak milik yang terkena pelebaran double way
jalan Gajah Mada Kabupaten Jember.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan
dibahas adalah
1. apakah prosedur pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah vang dilakukan
oleh Pemenntah Kabupaten Jember terhadap pelebaran Dowble Way jalan
(Gajah Mada Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan
pembebasan hak milik atas tanah terhadap pelebaran Double Way jalan Gajah
Mada Jember?
3. bagmmana upaya penvelesaian yang dilakukan olech Pemenntah Kabupaten
Jember dalam pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah terhadap
pelebaran Douhle Way jalan Gajah Mada Jember?

13

1.4 Tujuan Penulisan
Penyusunan skripst int mempunyai dua tujuan yang terdint dan tujuan umum
dan tujuan khusus, vaitu :
141 Tujuan Umum
Tuwjuan umum penyusunan skripsi ini merupakan tujuan vang bersifat
akademis, yaitu -
|, untuk melengkapr persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan di bidang

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,

I~

untuk kepentingan perkembangan bidang hukum khususnya dalam bidang
hukum pertanahan
142 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapal dalam penyusunan skripsi ini adalah :
I. untuk mengkap dan menganalisis proses pelaksanasan pembebasan hak
milik atas tanah;
2. untuk mengkap dan menganalisis kendala-kendala vang dihadapi dalam
pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah;
3. untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam
menghadap kendala pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah.
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1.5 Metodologi Penelitian

Setiap penyusunan karya ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode
agar penyusunan terscbut dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Dalam
penyusunan skripst ini diperlukan suatu metode penyusunan sebagai unsur utama
untuk menemukan, mengembangkan, dan menjalankan prosedur vang benar serta
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, schingga akan menghasilkan
penyusunan yang akan mendekati kebenaran optimal. Metode vang penvusun
maksud adalah berupa pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan
sumber bahan hukum, analisis bahan hukum.

I.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi
ini adalah metode Yundis Normanuf Peneliian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau bahan sckunder belaka, dapat dinamakan
penelittan vunidis normauf atau penelitian hukum kepustakaan (Sockanto dan
Mamudji, 1985 : 15). Nama lain dan penelitian Yuridis Normatif adalah
penelitan hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau
studi dokumen. Disebut penelitan hukum doktriner, karena penelitan im
dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-
bahan hukum yang lain (Waluyo, 1991 ; 13),

.52  Sumber Bahan Hukum
Secara umum dalam suatu penelitian biasanya menggunakan sumber
bahan yang diperoleh, vang dapat dibedakan menjads |
|. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari -
a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesial945;
b. Peraturan perundang-undangan
1) Peraturan Mentenn Dalam Negert Nomor 15 Tahun 1975 tentang

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah,
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2) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10835
Tahun 2004 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelavanan
Pertanahan (SPOPP) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

2. Bahan hukum sekunder, yang membenkan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, misalnya : hasil-hasil penehitian, hasil karya dan kalangan hukum
(Soekanto, 1986 : 52).

Dan penjelasan tersebut di atas, dapat dijadikan acuan untuk mengetahw
bahwa sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dar peraturan perundang-undangan
baik yang berbentuk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain
yang berkedudukan dibawah undang-undang.

Sedangkan bahan hukum sekunderya diperoleh dan literatur-literatur dan
karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan untuk mendukung penyusunan dan
pembahasan skripst i

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Yaitu suatu cara yang dipergunakan oleh penyusun untuk memperoleh
data-data yang dibutuhkan Idealnya data dikumpulkan dan semua obyek vang
dipermasalahkan (Sunggono, 2003 : 118). Paling sedikit ada 3 (tiga) metode
pengumpulan data yang dikenal, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis metode
pengumpulan data dapat dipergunakan masing-masing atau digunakan seluruhnya
sebagai gabungan untuk mendapatan hasil semaksimal mungkin (Soekanto, 1986
21).
Dalam hal ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data, yang
berupa
a. Wawancara atau interview
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancam dengan
Kepala Kantor Pertanahan dan staf’ Kantor Pertanahan Kabupaten Jember,
khususnya Kepala Sub Secksi Pendaftaran Hak vang berkompeten dalam
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menangani masalah ini. Wawancara im  dilaksanakan dan dikerjakan
berdasarkan pada tujuan penelitian.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka
Yaitu metode pengumpulan data berdasarkan pada bahan-bahan pustaka dan
literatur termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember vang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas dan digunakan sebagai dasar berpijak dalam
skripsi ini,

.54 Pengolahan dan Analisis Data

Data vang diperoleh baik dan wawancara maupun studi dokumen atau
bahan pustaka pada dasarnya merupakan data pada tatanan norma vang dianalisis
secara deskripuf kualitatif, vaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan
dalam bentuk urmian logis dan sistematis, selamjutnya dianalisis untuk
memperoleh kejelasan penyclesaian masalah, kemudian ditacik kesimpulan secara
deduktif, yaitu dari hal vang bersifat umum menuju hal yang bersifat khasus
(Sockanto dan Mamudiji, 1985 32).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

%

#

1@ MILK UPT PERPUSTARAAN
s \INIVERSTTAS JEMBER

BABII ‘
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebidang tanah yang dimaksud dalam sknpsi 1im adalah tanah vang
terletak di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Tanah
tersebut adalah tanah yang bersertipikat hak milik nomor 636 sebagaimana
diketahui dalam gambar situasi tanggal 4 Februan 1993 nomor 286 tahun 1993
seluas 1004 m?,

Sertipikat hak milik nomor 636 tersebut tertulis atas nama pemegang hak,
yaitu Hajjah Siti Hanifah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

a. sebelah utara - Jalan

b. sebelah selatan : Selokan

¢, sebelah barat . Tanah Saudah, Tarsipah, Saudah
d sebelah timur : Tanah Haji Nasirudin

Sertipikat hak milik nomor 636 atas nama Hajjah Sitt Hanifah diterbitkan
pada tanggal 16 September 1993, Hak milik im berasal dari hak yasan seperti
vang diuraikan dalam petok C nomor 49 persil klas D. [ Kelurahan Sempusar.

Untuk bidang tanah tersebut telah dilakukan pemecahan untuk jalan
berdasarkan surat pemnyataan untuk melepaskan hak atas tanah yang dibuat oleh
dan dihadapan Camat Kaliwates pada tanggal 29 Jum 2003 dengan nomor Reg.
05/V1/636.535/2003 serta sisa luas tanah tersebut adalah 950 m* Sertipikat hak
milik nomor 636 tersebut yvang mempunyai luas 1004 m® telah dipecah, tanah
hasil pemecahan mempunyai luas 950m* dan 5504m* Dan hasil pengukuran
untuk luas tanah 950m’ merupakan sisa tanah hasil pemecahan Hapah St
Hanmifah selaku pemegang Sertimkat hak mulik nomor 636, Keadaan tanah yang
bersertipikat hak milik nomor 636 itu sendin adalah berupa tanah perumahan yang
di atasnya berdin bangunan permanen dan hasil dan pemecahan yang luasnya
55,04m* merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pelebaran jalan, Hajjah
Siti Hanifah, selaku pemegang hak milik nomor 636, setelah mendapatkan
persctujuan dari suaminya, telah melepaskan sebagian dan hak milik atas tanah
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tersebut. Tanah yang dilepaskan oleh Hajjah Siti Hanifah luasnya mencapai
55,04m* dan luas keseluruhan tanah 1004m?, sebagaimana yang diuraikan dalam
gambar situasi tanggal 4 Februari 1993 nomor 286/1993 beserta batas-batas tanah
hak milik atas tanah. Dengan adanya pelepasan hak milik atas tanah tersebut
berarti bahwa Hajjah Siti Hanifah telah melepaskan hak keperdataanmya secara
sukarela terhadap tanah. Hal ini dimaksudkan agar tanah tersebut dimanfaatkan
untuk kepentingan umum, yaitu pembangunan jalan umum untuk pelebaran
double way.

Pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Hajjah Siti Hanifah
pada tanggal 29 Juni 2003 dihadapan Camat Kaliwates Kabupaten Jember dengan
surat pernyataan untuk melepaskan sebagian/keseluruhan tanah beserta bangunan
permanen/semi permanen dan pepohonan yang ada di atasnva vang terkena
pelebaran jalan dengan telah menerima sejumlah uang sebagai ganti kerugian
sebesar Rp. 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah). Dalam surat
pernyataan pelepasan hak milik atas tanah tersebut dihadin Hajjah Siti Hanifah
selaku pemegang hak milik atas tanah serta Lurah Sempusari dan Kepala
Lingkungan Krajan Sempusari.

Secara yuridis, adanya pelepasan hak milik atas tanah ini, menyebabkan
hak keperdataan atas tanah yang dimiliki oleh Hajjah Siti Hanifah telah lepas dan
oleh karena itu, mengakibatkan hak dan kewajiban vang semula dimiliki oleh
Hajjah Siti Hanifah terhadap tanah yang dikuasai berdasarkan hak milik tersebut
secara otomatis juga ikut lepas.

Hal ini juga mengakibatkan status tanah seluas 55.04m* vang semula
merupakan hak milik dari Hajjah Siti Hanifah berubah menjadi tanah negara
untuk kemudian digunakan sesuai dengan peruntukannya, vaitu untuk
kepentingan umum yang berupa pembangunan jalan umum untuk pelebaran
double way jalan Gajah Mada Kabupaten Jember.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan untuk mengkaji atau membahas masalah
dalam skripsi ini ada beberapa macam dan diambil dari beberapa sumber hukum
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sesuai dengan metode pendekatan masalah yang digunakan penyusun adalah
yuridis normatif. Adapun dasar hukum vang digunakan yaitu :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a,

Pasal 33 ayat (3)
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2034)

a.

Pasal 6
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.
Pasal 14 ayat (1)

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3),

pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka

sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,

peruntukkan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :

a. untuk keperluan Negara;

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya,
sesual dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

¢. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masvarakat, sosial, kebudavaan
dan lain-lain kesejahteraan;

d. untuk keperluan memperkembangan produksi pertanian, peternakan
dan perikanan serta sejalan dengan itu;

¢. untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi dan

pertambangan.
Pasal 18

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentinggan bangsa dan Negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan undang-undang”.
Pasal 19 ayat (1) dan (2)

(1) “Untuk menmjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemenntah™.

(2) “Pendaftaran tersebut dalam avat (1) pasal ini meliputi :
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah:;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut:
¢. pemberian sural-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian vang kuat”.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e. Pasal 20
(1) “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh vang
dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6™
(2) “Hak millik dapat berahh dan dialihkan kepada pihak lam™.

f. Pasal 27
*Hak Milik hapus bila
a. tanahnya jatuh kepada Negara
1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. karena ditelantarkan;
4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 avat (2),
b. tanahnyva musnah™.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

(LNRI Tahun 1997 No. 59)
Pasal 9 ayat (1)

“Objek pendaftaran tanah meliputi :

a.  mdang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan dan hak pakai,
tanah hak pengelolaan;
tanah wakaf’
hak milik atas satuan rumah susun;
hak tanggungan;

f. tanah Negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak
atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (LNRI Tahun 1961
No. 288, TLN No. 2324);
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 108.35
Tahun 2004 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan
Pelayanan  Pertanahan (SPOPP) pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.

LI =8 T =
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2.3  Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang
haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang
dihakinya (Santoso, 2006 : 82). Di dalam konsep UUPA, tanah di seluruh wilayah
Indonesia bukanlah milik Negara Republik Indonesia, melainkan adalah milik
seluruh Bangsa Indonesia dan pada tingkatan yang paling tinggi dikuasai oleh
Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Atas
dasar hak menguasai dari negara, maka timbullah hak atas tanah yaitu wewenang
yang diberikan kepada negara untuk mempergunakan dan mengelola tanah
negara. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, semuanya
dengan memperhatikan fungsi hak atas tanah yang berfungsi sosial (Muljadi dan
Widjaja, 2004: 24),

Hak atas tanah diatur dalam Bab 11 UUPA yang memuat ketentuan-
ketentuan mengenai pendaftaran tanah, hak atas tanah dan ruang angkasa. Hak-
hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. vaitu Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka
Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
hak-hak tersebut. Berdasarkan Hak Menguasai dari Negara, maka negara dalam
hal ini adalah Pemenintah dapat memberikan hak atas tanah kepada seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum. Pemberian hak itu
berarti wewenang untuk mempergunakan tanah-tanah dalam batas-batas yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan
Nasional yang sudah scharusnya dalam pemanfaatannya dikelola secara bijaksana,
mengingat sifatnya yang relatif tetap dengan intensitas pemanfaatan yang semakin
komplek seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat pula
Meningkatnya kebutuhan tanah akan meningkatkan pula perbuatan hukum atas
tanah tersebut, seperti halnya jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain.
Dari kesemuanya itu maka akan memmbulkan permasalahan dikemudian hafi
apabila tidak ada peraturan yang menanganinya dengan benar dan bijaksana. Olch
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karena itu, Pemerintah berkewajiban mengatur sesuai gans-gans kebijaksanaan
sebagai tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebagaimana vang dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, vaitu

a  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

¢. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Hal tersebut dilakukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakvat

dalam arti kebangsaan, kescjahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan
negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

232 Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh vang dapat
dipunyai orang atas tanah. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lam, Dalam UUPA dapat dijumpar suatu rumuosan pengertian hak milik
sebagaimana tertera dalam Pasal 20 dan berhubungan dengan Pasal 6 yang
berbunyt “Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh vang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu memiliki fungsi sosial
(Saleh, 1977 22) Sifat khas dan Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat
dan terpenuh. Hak yang tidak mempunyai ketiga sifat tersebut, maka bukanlah
hak milik (UUPA Pasal 20 avat (1) dan (2)).

Kata “turun-temurun dapat beralih dan dapat dialihkan” mempunyai
pengertian bahwa apabila pemegang hak milik meninggal dunia, maka hak
tersebut secara otomatis beralih/turun kepada ahli warisnya serta dapat dialihkan
kepada pihak lain, Hal 1 berarti pula bahwa hak milik tidak ditetapkan jangka
waktu haknya seperti halnya hak-hak yang lainnya yang telah ditentukan jangka
waktunya.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, vang memberikan
kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain diatas

bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut dapat berupa hak guna bangunan
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atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha (Muljadi dan Widjaja, 2004
30).

Ketentuan dalam UUPA telah menempatkan hak milik sebagai hak yang
paling tinggi di antara hak atas tanah yang lainnya (selain Hak Menguasai dari
Negara), dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa yang
dapat memuliki Hak Milik adalah

(a) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;

(b) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum vyang dapat
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;

(¢) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh
hak mulik karena pewansan tanpa wasiat atau pencampuran harta
karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang
mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang 1m
kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu terscbut
lampau hak milik itu tidak dilepaskan maka mak milik tersebut hapus
karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan
bahwa hak-hak pihak lain vang membebani tetap berlangsung.

(d) Selama sesecorang disamping kewargancgaraan [ndonesianva
mempunyal kewarganegaraan asing maka 1a udak dapat mempunyai
tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam avat (3)
pasal ni.

Dapat diketahui pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki
oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga
negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun vang
didirikan di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang
diatur dalam Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah (Muljadi dan
Widjaja, 2004 31).

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu ;

a.  bank-bank yang didirikan oleh Negara;

b, perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian vang  didirikan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 tentang
Perkumpulan Koperasi,

¢.  badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negen
setelah mendengar Mentert Agama,

d.  badan-badan sosial vang ditumjuk oleh Menteri Sosial.
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Hak milik hanyalah untuk tanah-tanah yang dipergunakan bank tersebut
untuk tempat mendirikan kantor dan perumahan pegawainva. Tanah lainnva
misalnya untuk lapangan atau gedung pertemuan hanva boleh dihaki dengan hak
guna bangunan. Koperasi pertanian boleh mempunyai tanah dengan hak milik atas
tanah untuk usaha pertaman, tetapi untuk gedungnya cukup dibenkan dengan hak
guna bangunan. Koperasi pegawai negen tidak boleh mempunyai tanah dengan
hak milik, yaitu hanya boleh sampai seluas maksimum yang dimiliki keluarga di
daerah setempat.

Terjadinya hak milik menurut pasal 22 UUPA adalah:

I.  menurut hukum adal yang diatur dengan peraturan pemenntah;

2. menurut penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya keputusan
pemerintah yang memberikan hak milik kepada seseorang tertentu;

3. menurut ketentuan undang-undang.

Menurut pasal 27 UUPA hak milik hapus dikarenakan
(a) tanahnya jatuh kepada Negara
. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18,
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya,
3 karena ditelantarkan,
4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 avat (2);
(b) tanahnya musnah.
Sebab-sebab dari jatuhnya tanah hak milik pada negara yang disebutkan di

atas tidak bersifat limitatif, karena kita mengetahui bahwa masih ada sebab-sebab
lain. Hak milik juga dapat hapus dan tanahnya menjadi tanah negara jika terjadi
pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan peraturan  mengenai  pembatasan
maksimum serta larangan kepemilikan tanah secara absentee. Hapusnya hak milik
karena tanahnya ditelantarkan, terjadi jika dengan sengaja dipergunakan tidak
sesual dengan keadaan atau sifat dan (ujuan daripada haknya Hak milik juga
menjadi hapus jika tanahnya jatuh kepada Negara karena diserahkan dengan
sukarela oleh pemiliknya. Biasanya penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan
twuan agar kemudian diberikan pada satu pihak tertentu dengan hak tanah yang
baru (hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengelolaan atau hak pakai)
Hapusnya hak mulik yang disebabkan karena diserahkan secara sukarela oleh
pemiliknya terjadi sejak saat yang diperjanjikan dalam akta pembebasan atau akta
pelepasan haknya.
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233 Pelepasan Hak Milik Atas Tanah

Secara yundis, pengertian pelepasan hak atas tanah dapat diketahui dari
bunyi Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
vaitu :"Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya
dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah”. Pada prinsipnya
seseorang hanya berhak melakukan perbuatan hukum atas barang atau hak-hak
yang dimilikinya, tergantung pada jenis atau sifat dan bentuk barang-barang
tersebut, termasuk tanah (Soerodjo, 2003 | 188).

Dalam Pasal 27 huruf a angka 2 UUPA menyatakan bahwa hak milik hapus
bila tanahnya jatuh kepada negara Hak milik atas tanah harus didaftarkan.
demukian pula pelepasan hak mulik atas tanah juga harus didaftarkan. Hal im
dimaksudkan untuk memastikan status tanah yang bersangkutan Ketentuan vang
mengatur hal ini terdapat pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam penjelasan Pasal 52 tersebut dijelaskan
bahwa untuk melakukan pelepasan hak milik atas tanah harus dibuktikan bahwa
yang melepaskan haknya adalah pemegang hak yang bersangkutan.

Jika hak atas tanah tersebut dilepas, maka Sertipikat Hak Milik vang
bersangkutan harus dikembalikan kepada Kantor Pertanahan, jika perlu Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat mengumumkan tentang hapusnya hak
tersebut untuk menghindari penyalahgunaan. Menurut wawancara penyusun
dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Jember pada
tanggal 11 September 2006, dijelaskan bahwa dengan adanya pelepasan hak milik
atas tanah secara suka rela ini, berart secara yuridis pemegang hak milik vang
bersangkutan telah melepaskan pula hak keperdataan vang melekat pada tanah
tersebut. Dengan kata lain hubungan hukum keperdataan antara pemegang hak
milik dan tanah yang dihakinya telah lepas, Lepasnya hak keperdataan imi
mengakibatkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak vang
bersangkutan terhadap tanah yang dihakinya secara otomatis juga ikut lepas
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Tata cara pelepasan hak atas tanmah im juga diatur didalam Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Acara pelepasan hak milik atas tanah
tersebut ditempuh dalam usaha memperoleh tanah atas dasar kesepakatan bersama
yang dicapai melalui musyawarah (Harsono, 1999 ; 322).

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum dilakukan melalm musyawarah dalam rangka memperoleh
kesepakatan mengenai:

a. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut;

b. bentuk dan besarmya ganti rug.

Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak, Panitia Pengadaan
Tanah, dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah sekaligus dipimpin oleh
Ketua Panitia Pengadaan Tanah

Jika dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan oleh para pihak yang
bersangkutan, maka Pamitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.
Sebaliknya jika tidak dicapai kesepakatan, maka Pantia Pengadaan Tanah tetap
menetapkan bentuk dan besamya ganti rugi dan  menitipkan ganti rug tersebut ke
Pengadilan Negeni yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah vang
bersangkutan.

Dalam ketentuan yang tercantum Pasal 13 avat (1) Peraturan Presiden
Nomor 36 2005 disebutkan bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa

a. uang, dan/atau

b. tanah pengganti; dan/atau

¢ pemukiman kembali.
Jika ternyata pemegang hak milik atas tanah tidak menghendaki bentuk ganti rugi
vang telah ditetapkan, maka sesua dengan Pasal 13 avat (2) akan diberikan
konpensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ganti rugi tersebut diserahkan secara langsung oleh Panitia
Pengadaan Tanah kepada pthak-pihak yang melepaskan hak milik atas tanahnya
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Meskipun demikian, dalam Pasal 17 disebutkan bahwa jika temvata para
pemegang hak masth belum bisa menerima keputusan mengenai ganti rugi yang
ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah, maka para pemegang hak tersebut
masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota
atau Gubernur atau Mentenn Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan dengan
disertai penjelasan mengenai alasan dan sebab keberatan tersebut. Para pejabat
tersebut akan mengupayakan suatu penyelesaian dengan mempertimbangkan
pendapat dan keinginan dari pemegang hak. Kemudian akan dikeluarkan suatu
keputusan yang mengukuhkan atau mengubah keputusan dani Panitia Pengadaan
Tanah sebelumnya

Jika prosedur tersebut telah selesai dilakukan, maka pemegang hak milik
atas tanah yang bersangkutan harus segera mendaftarkan pelepasan hak milik atas
tanah ke Kantor Pertanahan setempat dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas
tanah kepada Kantor Pertanahan Hal imi dilakukan untuk menghindan
penyalahgunaan pemantaatan penggunaan tanah tersebut.

234 Pengertian Pembebasan (afkoop procedure)

Pembebasan tanah dapat dipandang sebagai langkah pertama untuk
mendapatkan tanah penduduk baik yang akan dipergunakan untuk kepentingan
umum maupun kepentingan swasta (Abdurrahman, 1978 - 25).

Terdapat dua pokok bahasan dalam pengertian “pembebasan™, yaitu

. pembebasan tanah,

2. pembebasan hak (atas tanah).
Pada pembebasan tanah terkandung pengertian pembebasan alas suatu okupasi
tanah negara, yang di okupasi oleh seorangbadan hukum. Dalam hal yang
demikian, apabila dibutuhkan oleh Pemenntah, memerlukan upaya-upava
pembebasan tanahnya dan okupannya Untuk itu perlu juga ada ganti ruginya,
namun tidak sebesar jika yang dibebaskan itu hak atas tanahnya Ganti rugi
tersebut semacam pesangon atau kompensasi, dan bukan sebagai pembayaran
harga sebagai pembayaran harga terhadap haknya.
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Pembebasan hak (atas tanah), terkandung pengertian pembebasan atas
suatu bidang tanah. Dengan pengertian yang demikian tercermin pembebasan hak
atas tanah dengan sepala hak lain yang ada diatasnya atau terhubung dengannva
dari permilik atau pemegang hak yvang melekat pada tanah.

Permendagri No. 15 Tahun 1975 dalam Pasal | ayat (1) menyebutkan
bahwa pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum vang semula
terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan
ganti rugi. Sebagai perbandingan disini dikemukakan Surat Keputusan Gubemur
DKI Jakarta No.Da/11/3/1972, yang juga menggabungkan kedua pengertian
tersebut di atas, yaitu :

“Pembebasan tanuh adalah pembelian, pelepasan hak, pemberian ganti rugi
dan atau dengan hama apapun atas tanah beserta benda-benda yang ada
diatasnya dengan maksud dipergunakan serta dimohon suatu hak”™

Kalau kita melihat masalah ini dari satu sudut, yaitu dan pihak penguasa
maka pengambilan tanah seseorang adalah sebagai pembebasan (Hak) tanah,
pihak Pemerintah membebaskan tanah yang bersangkutan dan hak dan kekuasaan
pemegang haknya, sehingga tanah yang diinginkan  benar-benar bebas dari
kekuasaannya. Sedangkan dilihat dari sudut pemegang hak, maka perbuatannya
adalah berupa pelepasan hak atas tanah, vaitu pemegang hak atas tanahnya, secara
sukarela, melepaskan haknya, setelah 1a mendapat ganti rugi yang layak atas tanah
tersebut.

Salah satu unsur penting dalam pembebasan hak (awas tanah) adalah
adanya unsur persetujuan dari pihak pemegang hak (penguasa hak) untuk bersedia
dilakukan pembebasannya, schingga pelepasan haknya (penguasaannva )
mengandung unsur kesukarelaan. Apabila pemegang hak atas tanah tidak bersedia
menyerahkan tanahnya, maka pihak Pemenintah melalui panitia khusus, harus
mengusahakan agar tanah tersebut diserahkan secara sukarela. Jika pembebasan
hak atas tanah tersebut tndak mungkin terlaksana maka dapat digunakan lembaga
“pencabutan hak atas tanah”, apabila tanah tersebut benar-benar diperfukan untuk

kepentingan umum.
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235 Prosedur Pelepasan Hak Milik atas Tanah

Prosedur pelepasan hak milik atas tanah yang berlaku di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember adalah tercantum dalam Standar Prosedur Operasi
Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Kabupaten/Kota, vaitu dimulai
dengan permohonan pelepasan hak milik atas tanah dengan dilampin dokumen-
dokumen terkait seperti :

a. identitas pemohon,

b. sertipikat hak milik atas tanah;

¢. tanda bukti pembayaran pajak;

d. akta pernyalaan pelepasan hak hilik atas tanah.

Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan ke loket Il untuk diperiksa
dan diteliti kelengkapannya dan kemudian diserahkan ke petugas loket [II
Pemohon membayar biaya pendaftaran permohonan pelepasan hak milik atas
tanah di loket II11. Berkas tersebut kemudian diserahkan kembali ke loket IT untuk
diserahkan kepada Kasubsi Pendaftaran Hak Oleh Kasubsi Pendaftaran Hak,
berkas tersebut dipelajan dan dibuatkan disposisi dokumen ke petugas pelaksana

Petugas pelaksana bertugas :

a. mempelajari dokumen;

b. meminjam buku tanah dan petugas arsip,

¢. mencatat pelepasan hak milik pada buku tanah dan sertipikat,

d. melakukan pencoretan hapusnva hak pada daftar nama,
Setelah semua tugas tersebut selesai, petugas pelaksana menyerahkan berkas
tersebut kepada Kasubsi Pendaftaran Hak untuk ditelit dan dibubuli paraf pada
pencatatan buku tanah  dan sertipikat serta menyerahkan berkas ke Kasi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Kasi Pengukuran dan Pendafaran Tanah melakukan penelitian dan
membubuhkan paraf pada pencatatan buku tanah dan sertipitkat. Berkas tersebut
kemudian diserahkan ke Kepala Kantor Pertanahan untuk ditandatangam pada
Buku Tanah dan sertipikat. Berkas terscbut kemudian diserahkan ke petugas
pembukuan untuk dibukukan dengan mencantumkan tanggal dan nomor serta
mengiformasikan kepada petugas loket 11 bahwa sertipikat telah selesai diproses.
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Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu
Kepala Kantor Pertanahan dapat mengumumkan hapusnya hak, vang sertipikatnya
tidak diserahkan untuk mencegah dilakukannya perbuatan hukum terhadap tanah
yang sudah tidak memiliki hak tersebut.
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UNIVERSITAS JEMBER

PEMBAHASANI

3.1.  Prosedur Pembebasan Hak Milik atas Tanah yang Dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Pelebaran Double Way

Jalan Gajah Mada Jember

Pembebasan tanah dapat dipandang scbagai langkah pertama untuk
mendapatkan tanah penduduk baik vang akan dipergunakan untuk kepentingan
umum maupun untuk kepentingan swasta. Pembebasan hak milik atas tanah
tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan vaitu Peraturan
Menten Dalam Negen Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Mengenai Tata
Cara Pembebasan Tanah. Pembebasan hak atas tanah “yuridis " hanya mempunyai
arti apabila ada pihak yang “membebaskan” dan ada pithak yang “melepaskan”
hak. Tanpa ada yang melepaskan maka hak atasnya “nidak terlepas(tetap
melekat). Perbuatan hukum tersebut adalah terjadi antara “dua pihak™ (twee
zigdig), dan 1m harus nampak dalam surat/akte pembebasan hak atas tanah,
sckaligus nampak juga bahwa yang melepaskan ada menerima ganti ruginva (jadi
bukan suatu paksaan/perkosaan hak (Salindeho, 1987 : 33),

Pembebasan tanah menurut Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 15
Tahun 1975 adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara
pemegang hak/penguasa tanahnya dengan cara membenkan ganti rugi Dalam
peraturan tersebut tercantum beberapa ketentuan pokok vang perlu diperhatikan
schubungan dengan maksud untuk mengajukan permintaan pembebasan tanah
oleh instans: Pemerintah.

Instansi  atau badan hukum yang memerlukan sebidang tanah, tanahnya
tersebut telah dibebam sesuatu hak, serta di atasnya terdapat bangunan dan atau
tanaman-tanaman, dengan maksud agar dapat dibebaskan guna kepentingan
membangun proyek-proyek schubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang
telah direncanakan dan disetujui Pemerintah Pusat atau Daerah, harus mengajukan
tentang maksudnya tersebut kepada Gubernur yang berwenang di daerah tersebut
atau pejabat  yang ditunjuk, dengan mengemukakan maksud dan tujuan
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penggunaannya. Jika dilihat dan kepentingan Instansi Pemerintah vang
membutuhkan tanah maka pihak Pemerintah melakukan pembebasan hak atas
tanah tersebut. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh sescorang memang
dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, maka pemilik hak atas
tanah tersebut melakukan pelepasan hak. Dengan dilepaskannya suatu hak atas
tanah, berarti pemegang hak telah melepaskan hak keperdataan vang telah melekat
pada tanah tersebut. Hal tersebut berarti bahwa hak dan kewajiban terhadap tanah
vang dimiliki oleh pemilik tanah telah lepas, Dalam melakukan pelepasan hak
milik atas tanah, juga harus didaflarkan ke kantor pertanahan. Pendaftaran
dilakukan agar tercipta suatu kepastian hukum atas status tanah yang
bersangkutan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha pembangunan, baik
yang dilakukan Instansi/Badan Pemerintah maupun untuk kepentingan swasta,
khususnya untuk kepentingannyva dalam mensejahterakan rakyat/penduduk, agar
kebutuhan akan tanah dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan
gejolak dalam masyarakat, maka perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan
tanah dan sckaligus menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang diperlukan
secara teratur, terib dan seragam. Adapun tanah-tanah vang dibebaskan dengan
mendapatkan ganti rugi, dapat berupa :

a) tanah-tanah vang mempunyai sesuatu hak berdasarkan UUPA;

b) tanah-tanah dan masyarakat Hukum Adat.
Ganti rugi tersebut termasuk pula tanaman-tanaman dan bangunan yang terdapat
di atasnya

Adapun scbidang tanah sertipikat hak milik nomor 636 merupakan salah
satu tanah yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk program
pelebaran double way di kawasan Jalan Gajah Mada, dengan luas 1004 m?, tertulis
atas nama Hajjah Siti Hanifah. Dalam program pelebaran double way maka
Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pembebasan tanah hak milik nomor
636 tersebut untuk keperluan pelebaran doyble way. Adapun sebagian luas tanah
hak milik nomor 636 yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember adalah
scluas 55,04m’. Sertipikat hak milik nomor 636 atas nama Hajjah Siti Hanifah
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tersebut diterbitkan pada tanggal 16 September 1993. Hak milik atas tanah
tersebut berasal hak vasan seperti yang diuraikan dalam petok C nomor 49 persil
klas D. I Kelurahan Sempusari. Sebagian luas tanah yang diperlukan oleh
Pemerintah Kabupaten Jember seluas 55.04m’* telah dilepaskan oleh pemilik hak
atas tanah yaitu Hajjah Siti Hanifah dengan suaminya Muhammad Fatchorrohman
dengan membuat surat pernyataan yang dibuat dihadapan Camat Kaliwates serta
dihadiri oleh beberapa saksi yang di antaranya Lurah Scmpusari dan Kepala
Lingkungan Krajan.

Pelepasan hak milik atas tanah tersebut mengakibatkan status tanah seluas
55,04m’ yang semula merupakan hak milik berubah menjadi tanah negara untuk
kemudian digunakan sesuai dengan peruntukkannva, vaitu untuk kepentingan
umum berupa proyek pelebaran jalan umum di Kelurahan Sempusari Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember,

Mengenar prosedur pelaksanaan pembebasan dan pelepasan hak milik atas
tanah penyusun telah melakukan wawancara dengan Kasubsi Pendaftaran Hak
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 11 September 2006. Instansi
Pemenntah Kabupaten Jember selaku pemohon yang memerlukan sebidang tanah.
tanah yang dibebani sesuatu hak serta di atasnya terdapat bangunan dan atau
tanaman-tanaman, dengan maksud agar dapat dibebaskan guna kepentingan
membangun proyek pelebaran double way yang telah direncanakan dan disetujui
oleh Pemerintah Pusat atau Daerah, harus mengajukan maksudnya kepada
Gubernur yang berwenang di daerah tersebut atau Pejabat yang ditunjuk.

Permohonan ini harus disertai dengan keterangan-keterangan mengena -

(a) status tanah atau jems/macam hak, luas dan letak,

(b) gambar situasi tanah,

(c) maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya;

(d) telah ditempuh dengan jalan musyawarah untuk pembenan ganti rugi
kepada yang berhak atau fasilitas-fasilitas lain, akan tetapi mengalami
kesulitan-kesulitan yang serius, antara lain hendaknya hal ini dijelaskan

Selanjutnya setelah permohonan im disetujui, Gubernur mengeluarkan

Surat Keputusan tentang penctapan peruntukan bidang tanah yang dimohon
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sebagai tanah yang dikuasai negara. Kepada pemilik atau para pemegang hak atas
tanah dan atau bangunan di atasnya dilarang mengalihkan haknya kepada pihak
lain. Keputusan tentang penetapan peruntukan tanah ini harus diberitahukan
kepada penduduk di daerah yang dimaksud dengan melalw aparat pemerintah,
agar adanya keterbukaan Pemerintah vyang menyangkut kepentingan-
kepentingannya.

Sebagal tindak lanjut dari keputusan tersebut, Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk segera melangsungkan permohonan yang berkepentingan kepada panitia
pembebasan tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan-
keterangan yang disertakan oleh pemerintah daerah pada surat permohonannya
Susunan dan tugas Panitia Pembebasan Tanah adalah sebagai berikut -

(a) Kepala Sub Dircktorat Agraria Kabupaten, sebagai Ketua merangkap
anggola;

(b) Seorang Pejabat Pemerintah Kabupaten vang ditunjuk sebagai anggota;

(c) Scorang Pejabat dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah itu
sehagal anggota;

(d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuknya,
sebagai anggota,

(e) Camat yang bersangkutan, sebagai anggota;

(f)  Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu, sebagai anggota;

(g) Seorang Pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agrania Kabupaten, sebagai
sckretaris Panitia.
Panitia pembebasan tanah bekerja atas permintaan Instansi Pemerintah
yang memerlukan tanah. Sedangkan tugas dan Pamitia Pembebasan Tanah yaitu -
(a) mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan
tanahnya, tanaman-tanaman dan bangunan vang ada di atasnya;

(b) mengadakan perundingan dengan pam pemegang hak atas tanah dan
bangunan/tanaman,

(c) menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;

(d) membuat berita acara pembebasan tanah  disertai  fatwa  atau
pertimbangannya,
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(e) menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rug kepada yang berhak atas
tanah (bangunan, tanaman-tanaman ) tersebut,

(f) jika dianggap perlu, panitia pembebasan tanah dapat memanggl pithak-mhak
yang bersangkutan untuk melengkam data’keterangan-keterangan lamn vang
diperlukannva.

Dalam menetapkan besarnya ganti rugi, panitia pembebasan tanah harus
bertindak scadil-adilnya dengan memperhatikan masing-masing pthak, agar tidak
terjadi salah satu pihak vang merasa dirugikan Segala sesuatunya menurut
kewajaran karena itu penaksirannva ditujukan kepada nilai lokasi dan faktor-
faktor strategis lainnya vang dapat mempengaruhi harga tanah, sedangkan ganti
rugt atas bangunan dan tanaman berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Dinas Pekenaan Umum dan Dinas Pertanian. Bentuk ganti rugi
dapat berupa uang, tanah dan fasilitas-fasilitas lainnya

Jika dalam penentuan ganti rug) termyata di antara para anggota panitia tidak
terdapat kesecpakatan tentang penentuan harga atau jumlahnva, vang berarti
terdapat perbedaan taksiran ganti rugi di antara mereka, maka yang dipergunakan
adalah harga rata-rata dar taksiran masing-masing (Kartasapoetra, 1992 : 137-
138)

Setelah semua prosedur pembebasan hak atas tanah telah dilaksanakan
dengan benar maka tanah-tanah hak milik yang dibutuhkan oleh Pemerintah
Kabupaten Jember akan menjadi tanah negara yang kemudian akan digunakan
sebagai proyek pelebaran double way.

Mengenai prosedur dari pelaksanaan pelepasan hak milik atas tanah tersebut
sebenamya dimulai dan pendaftaran hapusnya hak milik atas tanah, retapi ada
baiknya jika pemohon terlebih dahulu melakukan pengecekan sertipikat di kantor
pertanghan Pengecekan i dapat dilakukan melalw loket I, vang berfungsi
sebagai loket informasi, hal i dianjurkan agar s1 pemohon tahu bahwa tanah
yang bersangkutan tidak dalam sengketa atau sedang dibebam suatu hak
langgungan,

Sebelum melaksanakan pelepasan hak milik atas tanah tersebut, oleh Hapah
Sitt Hanifah tanah tersebut dimohon untuk dilakukan pengukuran dalam rangka
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pemecahan sertiptkat dan mengetahui secara pasti luas bidang tanah vang

direncanakan untuk dilepaskan untuk proyek pelebaran double way. Permohonan

pemecahan, didaftarkan melalui loket I sebagai loket penerimaan berkas dan

membayar biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran tersebut diterima oleh

bendaharawan khusus.

Kegiatan pengukuran dalam rangka pemecahan, dilakukan berdasarkan pada
buku pegangan petugas ukur yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Kegiatan
pengukuran tersebut adalah untuk keperiuan pengumpulan dan pengolahan data
fistk. Kegiatan pengukuran dan pemetaan harus memenuhi asas atau syarat
spesialitas, yaitu suatu cara penetapan batas, schingga identitas suatu bidang tanah
menjadi jelas mengenai lokasi, batas-batas, serta luas dan batas tersebut bila
hilang dapat di rekonstruksi kembali. Jika temyata tanah tersebut belum pernah
didaftarkan, maka kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan untuk keperluan
pengumpulan dan pengolaan data fisik Dalam hal pengukuran yang perlu
diperhatikan dalam persiapan pengukuran sebidang tanah yang akan dipecah
untuk keperluan pelepasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Hajjah Siti
Hamfah menurut Buku Pegangan Petugas Ukur yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional, antara lain :

I. Persiapan Adiministrasi Pengukuran (di kantor) Kegatan yang dilakukan

yaitu
i, memegang surat tugas

) petugas ukur dilengkapi dengan surat tugas yang dibuat oleh Kepala
Seksi Pengukuran dan Pendaflaran tanah atas nama Kepala Kantor
Pertanahan;

2) dengan surat tugas tersebut, petugas ukur mempunyal kewenangan
untuk melaksanakan penctapan batas dan pengukuran bidang tanah
tertentu yang menjadi obyek permohonan:

3) tanpa surat tugas, petugas ukur tidak mempunyai kewenangan untuk
melaksanakan penetapan batas dan pengukuran bidang tanah
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b. memeriksa peta-peta vang tersedia, vaitu

1) memeriksa sarana peta yang tersedia beserta buku tugunya sesuai
dengan lokasi yang dimohon, yaitu tanah di Kelurahan Sempusari
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember:

2) merencanakan pengukuran bidang tanah vang dimohon di atas peta
tersebut, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar
situasi/surat ukur. Tanah yang akan dilepaskan oleh Hajjah Siti
Hanifah tersebut sudah mempunyai Gambar Situasi, oleh karena itu
kegiatan perencanaan pengukuran bidang tanah di atas tidak perlu
dilakukan.

¢. memeriksa daftar koordinat untuk pengikatan, yaitu -

1) memeriksa titik dasar teknik tersebut telah terpetakan pada peta dasar
teknik/peta dasar pendaftaran yang tersedia beserta buku tugunya:

2) karcna titik dasar teknik tersebut telah terpetakan pada peta dasar
teknik dan dapat digunakan untuk pengikatan bidang tanah vang
dimohon. Maka petugas ukur harus memeriksa daftar koordinat atau
deskripsi tugu sesuai dengan titik dasar teknik tersebut. Kemudian data
titik koordinat pengikatan tersebut di foto copy.

d  menyiapkan gambar ukur dan daftar isian, yaitu dengan -

1) mempersiapkan gambar ukur baru untuk kepentingan pemecahan
tersebut,

2) untuk pengukuran pemisahan/pemecahan, maka dipersiapkan dan
digunakan gambar ukur bidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 636
atas nama Hapah Hamfah sebagai dasar untuk menentukan dan
mengkoreks:  batas dan luas dani bidang tanah yang dipecah.
Selanjutnya mempersiapkan  pula  gambar ukur baru  untuk
menggambarkan dan menuliskan data ukur hasil pemecahan bidang
bidang tanah;

3) untuk rekonstruksi batas, maka dipersiapkan dan digunakan gambar
ukur bidang tanah yang akan dirckonstruksi dimana data ukuran vang
tercantum dijadikan dasar untuk pengembalian batas;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4) semua data ukur dan 1sian desknpsi pada gambar ukur harus diisi
langsung dilapangan,

e. menerbitkan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas
bidang

1) memenksa surat pemberitahuan akan dilaksanakannva penetapan
bidang batas vang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendattaran Tanah:

2) menyampaikan surat pembentahuan tersebut kepada pihak-pihak vang
berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sebelum penetapan batas
dilaksanakan. Tanah yang akan dipecah guna kepentingan pelepasan
hak milik oleh Hajjah Siti Hamfah hanya berbatasan dengan tanah
milik Haji Nasirudin, Saudah, Tarsipah dan pada batas-batas lain
berbatasan dengan jalan dan selokan.

3) dengan surat pembentahuan tersebut, diharapkan pemohon dan pihak
vang berbatasan hadir dilapangan untuk menunjukkan batas-batas
bidang tanah, sehingga dapat diperoleh kesepakatan atas batas-batas
tersebut.

2. persiapan pengukuran di lapangan
Persiapan 1m dilakukan di lokas: bidang tanah yang bersangkutan, yaitu meliputi -
a.  penunjukan batas bidang tanah, vaitu -

I) menghadirkan Hapah Sitt Hanifah sebagai pemohon/pemilik hidang
tanah dan Haji Nasirudin, Tarsipah dan Saudah sebagai pihak yang
berbatasan di lokasi bidang tanah yang akan diukur,

2) membenkan kesempatan pada pihak yang hadir untuk menunjukkan
batas-batas bidang tanahnya untuk memenuhi asas kontradiktur
delimutast,

b. penetapan batas bidang tanah, vaitu :

I) menetapkan batas bidang tanah vang dimohon berdasarkan hasil
penunjukkan batas olch pihak yang berkepentingan,

2) untuk pemecahan bidang tanah sertipikat hak milik nomor 636, maka
harus dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali,
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3) penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur yang telah mendapat
kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan,

4) hasil penetapan batas dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis
dan penetapan batas tanah dan dilengkam tanda tangan
pemohon/pemilik bidang tanah dan pihak yang berbatasan pada kolom
yang tersedia;

5) memberi Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) pada setiap bidang
yang telah ditetapkan batas-batasnya.

¢. penempatan/penanaman tanda batas, yaitu :

|) penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib
dilakukan oleh Hajah Siti Hanifah selaku pemohon/pemilik bidang
tanah yang bersangkutan,

2) tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan apabila
dianggap perlu dipasang pada tiuk-titik tertentu sepanjang gans batas
bidang tanah tersebut atas permuntaan petugas ukur.

d. pemeriksaan titik ikat di lapangan, yaitu

1) jika hasil pemeriksaan di Kantor Pertanahan diperoleh peta dasar
teknik dan daftar koordinat untuk titik pengikatan bidang tanah yang
dimohon, maka pemeriksaan fisik tugu meliputi : keutuhan bentuk
tugu, stabilitas tugu yang tertanam, kondisi lingkungan di sekitar tugu
untuk melihat kemungkinan pengaturan alat saat pengukuran
dilakukan,

2) karena lapangan tidak diketemukan tugu titk ikat yang dimaksud,
maka lerlebith dahulu dilakukan rekonstruksi tugu tersebut dan utik
ikat terdekat/diikat ke benda-benda tetap lainnya atau menanam tugu
baru yang terikat ke utk dasar tehnik terdekat dengan metode
pengukuran titik dasar tehnik seperti polygon, triangulasi, trilaterass,
atau triangulaterasi,

Setelah tanah tersebut diukur dan diketahui luasnya secara pasti, sebagian

luas bidang tanah yang bersangkutan dilepaskan oleh Hajjah Siti Hamifah Luas
tanah vang dilepaskan tersebut mencapai 55,04m?* pelepasan yang dilakukan oleh


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

Hajjah Siti Hanifah dilakukan di hadapan Camat dan dibuatkan suatu surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah.

Dengan adanya surat pernyataan tersebut, pemohon melakukan
pendaftaran hapusnya hak milik atas tanah dengan mengajukan pendafiaran serta
melampirkan beberapa dokumen, yaitu :

|. 1dentitas dinn Hajjah Siti Hanifah, vang berupa ;

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;

b. foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK).

2. alas hak dan tanah yang bersangkutan, vaitu berupa sertipikat ashi dan
schagian tanah yang akan dilepaskan guna proyek pelebaran double way
tersebut;

3. surat pernyataan pelepasan hak milik atas tanah yang dibuat dihadapan
Camat, dalam hal ini Hajjah Siti Hanifah membuat surat pernyataan
pelepasan hak milik atas tanah dihadapan Camat Kaliwates.

4. tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

5. akta peralihan hak milik atas tanah yang bersangkutan, hal imi perlu
dilampirkan sebagai bukti untuk mengetahui riwayat tanah vyang
bersangkutan.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap penelitian
dokumen-dokumen vang dilakukan, dan ternyata hasil dari pemeriksaan dokumen
membuktikan bahwa dokumen-dokumen vang diperlukan telah lengkap, maka
oleh petugas di loket I1 akan dibuatkan suatu Surat Tanda Terima Dokumen
(STTD). Bersama tanda terima dokumen ini, akan dibenkan pula Surat Perintah
Setor (SPS). Surat Perintah Setor adalah kalkulasi jumlah biaya yang harus
dibayar oleh Hajjah Siti Hanifah selaku pemohon untuk biaya pendaftaran dan
biaya pengukuran bidang tanah yang menjadi pelepasan hak milik atas tanah yang
bersangkutan,

Berkas dokumen tanah tersebut, kemudian akan diserahkan ke loket II
oleh petugas loket II. Pemohon sendin dengan membawa Surat Perintah Setor dan
Surat Tanda Terima Dokumen, melakukan pembayaran ke petugas loket III,
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sesuai dengan jumlah biaya vang tertera dalam Surat Perintah Setor. Setelah
menerima pembayaran dari pemohon, kemudian petugas loket 1l melakukan
pencatatan dan membuat kuitansi dalam Daftar Isian (DI) 306. Daftar Isian (DI)
306 adalah daftar i1sian atas segala penernimaan keuangan vang diperoleh dan
pemohon. Pada daftar isian 306 juga dicantumkan nomor dan tanggal, kemudian
dibubuhkan pula pada Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Untuk Daftar Isian
(DI} 306 yang asli tetap dibawa oleh pemohon. Setelah tugas-tugas ini selesai
dikerjakan, berkas-berkas dokumen tersebut diserahkan kembali ke loket 11

Petugas loket Il melakukan pencatatan pada Daftar Isian 301. Daftar Isian
301 adalah dafiar isian untuk semua penerimaan dokumen vang diserahkan oleh
pemohon. Petugas loket I juga membubuhkan tanggal dan nomer penerimaan
dokumen pada Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Kemudian, petugas loket
[l menyerahkan kembali Surat Tanda Terima Dokumen kepada pemohon. Setelah
Surat Tanda Terima Dokumen tersebut diterima oleh pemohon, petugas loket II
menyerahkan dokumen ke Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak.

Kasubsi Pendaftaran Hak bertugas mempelajari dokumen dan kemudian
membuat disposisi dokumen pada petugas pelaksana. Pelugas pelaksana adalah
seorang staf pendaftaran tanah dari Kasubsi Pendaftaran Hak. Petugas pelaksana
bertugas menyiapkan seluruh berkas yang masuk di kantor pertanahan untuk
dilakukan persiapan pengetikan sertipikat. Hal ini bertujuan untuk melakukan
pengecekan dalam buku tanah apa didalamnya ada catatan atau tidak, sekaligus
melakukan cross check antara sertipikat yvang diajukan dengan buku tanah.
Catatan dapat berupa pemblokiran, keberatan atau catatan pembebanan hutang
termasuk pembebanan hak tanggungan

Setelah dibuatkan disposisi oleh Kasubsi Pendaftaran Hak, dokumen
tersebut diserahkan kepada petugas pelaksana dari Kasubsi Pendaftaran Hak untuk
kemudian melakukan pencatatan pelepasan hak pada buku tanah dan sertifikat
setelah terlebih dahulu meminjam buku tanah vang bersangkutan kepada petugas
arsip bagian gudang buku tanah. Petugas pelaksana juga melakukan pencoretan
hapusnya hak pada daftar nama (DI 204). Buku tanah dan sertifikat lama dicoret
dan diberi catatan kemudian dibeni nomor baru dan jenis hak yang baru.
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Oleh Kasubsi Pendaftaran Hak, dokumen dari pemohon yang
bersangkutan diserahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
untuk meneliti kembali dokumen yang bersangkutan dan membubuhkan paraf
pada pencatatan buku tanah dan sertipikat, untuk kemudian dokumen tersebut
diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan
melakukan pemeriksaan dan membubuhkan tanda tangan pada buku tanah dan
sertipikat vang bersangkutan Kepala Kantor Pertanahan melalui stafnva
menyerahkan dokumen ke petugas pembukuan, setelah menandatangani dokumen
tersebut.

Petugas pembukuan melakukan kegiatan pembukuan pada daftar isian 206
yang berisi nomor berkas permohonan dengan membubuhkan nomor dan tanggal.
Petugas pembukuan juga harus menginformasikan pada petugas loket I untuk
melakukan pencoretan pada daftar isian 301, sekaligus memberitahukan bahwa
sertipikat telah selesai diproses serta menyerahkan dokumen ke petugas arsip
untuk menyimpan berkas dokumen dalam gudang. Kemudian petugas pembukuan
menyerahkan sertipikat ke petugas loket IV,

Petugas loket IV melakukan pencatatan pada daftar isian 301A yang berisi
daftar isian pengambilan sertifikat. Penyerahan sertipikat yang bersangkutan
dilakukan oleh petugas loket IV, setelah pemohon menandatangani daftar isian
301A tersebut, Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan prosedur
pelepasan hak milik atas tanah imi adalah 12 han.

Prosedur pelaksanaan pembebasan dan pelepasan hak milik atas tanah
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu
PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemenntah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Standar
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SPOPP) Badan
Pertanahan Nasional.
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3.3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam
Pelaksanaan Pembebasan Hak Milik atas Tanah terhadap Pelebaran
Double Way Jalan Gajah Mada Jember

Dalam proses pelaksanaan pembebasan/pelepasan hak milik atas tanah di

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, juga terdapat kendala-kendala yang

berpengaruh terhadap pembebasan hak milik atas tanah. Menurut hasil wawancara

penyusun dengan Kepala Subseksi Pendafiaran Hak pada tanggal 15 September

2005 banyak ditemui kendala-kendala dalam kegiatan pembebasan/ pelepasan hak

1. Terlalu banyaknya prosedur vang harus dipenuhi

Ketika yang bersangkutan {(pemohon) mengurus proses pelepasan hak,
ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi serta memakan waktu yang relanf
lama. Hal tersebut membuat para pemohon enggan melakukan pelepasan hak
atas tanah mereka dan membuat proyek pelebaran double way berjalan lambat
Padahal, kebutuhan akan pemanfaatan tanah sesuai dengan keinginan
pemohon sangal mendesak untuk segera dikeluarkannya sertipikat

2. Masyarakal pemilik tanah selalu mengulur-ulur waktu dikarenakan masih

tidak ada kecocokan harga

Thidak adanya kecocokan harga antara masyarakat pemilik tanah dengan
panitia pembebasan Tanah menyebabkan proses penalsiran harga umum sulit
dicapai. Masyarakat menginginkan harga vang lebih tungg dan harga yang
ditentukan oleh masyarakat tidak disetujui oleh pamtia pembebasan tanah
Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pembebasan tanah berpedoman kepada
peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan asas musyawarah dan harga
umum. Yang dimaksud harga umum setempat adalah harga dasar vang
ditetapkan oleh suatu pamitia pembebasan tanah Bagi masyarakat vang
memiliki tanah yang letaknya strategis mereka menginginkan harga vang
tinggi, Dalam penentuan harga umum masyarakat menginginkan adanya
keterbukaan masalah harga tanah yang cocok.

3. Tanah tersebut ternyata masih mengandung sengketa dengan pihak ketiga

yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan
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Sengketa vang serning terjadi biasanya tidak ditemukannya kesepakatan
atas batas-batas tanah vang bersangkutan, vaitu ketika kegiatan pengukuran
dilakukan oleh petugas ukur, para pihak yang berbatasan dengan tanah vang
bersangkutan merasa tidak puas dengan penetapan batas-batas tanah tersebut.

Sengketa lain yang biasa ditemukan adalah bahwa jika temyvata di atas
tanah tersebut dibebankan suatu hak tanggungan. Belum tergadi kesepakatan
antara pemohon selaku debitur dan pihak bank selaku kreditur atas jaminan
pengganti jika tanah tersebut dilepaskan, maka pemegang hak sebelumnya
secara otomatis juga kehilangan hak keperdataan atas tanah tersebut. Hal im
tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pithak kreditur untuk menvetuju
pelepasan hak milik atas tanah tersebut.

4. Hilangnya batas-batas tanah yang akan dilepaskan

Dapat terjadi karena kelalaian dan pemilik tanah selaku pemegang hak
milik atas tanah vang bersangkutan. Dengan hilangnya batas-batas tanah
terscbut, maka kegiatan pengukuran akan berlangsung lebih lama Hilangnya
batas in1 biasanya juga mengakibatkan selisth luas tanah antara luas tanah
hasil pengukuran dan luas tanah pada sertipikat scbelum tansh tersebut
dilepaskan.

Dar beberapa kendala umum di atas, penvusun dapat mengetahw bahwa
ada beberapa kendala yang hanya terjadi dalam pelaksanaan pelepasan hak milik
atas tansh guna proyek pelebaran dowble way yang dialami oleh Hajpjah Sin
Hanitah tersebut. Kendala-kendala tersebut adalah
1. Hilangnya batas-batas tanah vang akan dilepaskan

Ketika dilakukan kegiatan pengukuran di lapangan untuk mengetahu
batas-batas bidang tanah dan luas bidang tanah yang akan dilepaskan secara
pasti, ternyata tanda-tanda batas tanah tersebut hilang. Hilangnya tanda batas
terjadi karena faktor kelalaian dan Hajjah Sin Hanifah vang tidak memelihara
tanda batas tanah yang bersangkutan. Hilangnya batas tersebut juga membuat
kegiatan pengukuran di lapangan berlangsung lebih lama,

Sesuai dengan Buku Panduan Petugas Ukur vang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional, maka petugas ukur yang melakukan pengukuran di
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lapangan harus merckonstruksi ulang tanda batas tanah vang bersangkutan
Rekonstruksi ini dilakukan dengan menarik batas dari titik ikat terdekat ke
benda-benda tetap lainnya. Hal tersebut berarti pengukuran penunjukkan batas
dilakukan oleh petugas ukur atas batas-batas vang telah ditentukan terdahulu
vang telah memjadi surat ukur. Dengan kata lain adalah bahwa pelaksanaan
pengukuran tetap berpedoman pada hasil ukur terdahulu.
Harga dasar tanah vang diberikan olch panitia pembebasan hak atas tanah
kepada Hajjah Siti Hanifah tidak sesuai

Ketika dilakukan pembayaran uang ganti rugi atas pelepasan hak milik
atas tanah oleh Pamtia Pembebasan Tanah, harga tanah vang dibayarkan
kepada Hajjah Siti Hanifah dianggap kurang sesuai dengan harga umum tanah
dan melihat letak tanah yang dimiliki oleh Hajjah Siti Hanifah sangat strategis
vang dapat mempengaruhi harga dasar tanah tersebut.

Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember
dalam Pelaksanaan Pembebasan Hak Milik atas Tansh terhadap
Pelebaran Double Way Jalan Gajah Mada Jember

Dengan adanya beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan

pembebasan dan pelepasan hak milik atas tanah im, maka Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember bersama Pemerintah Kabupaten Jember berusaha mencan
solusi untuk mengatasinya. Berdasarkan wawancara penyusun dengan Kasubsi
Pendaftaran Hak pada wanggal 15 September 2005 diketahui bahwa, upaya-upaya
vang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember bersama Pemerintah
Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala-kendala yang bersinggungan secara

langsung dengan masyarakat dengan pihak vang bersangkutan yang memerlukan
tanah adalah.

a

Melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara musyawarah untuk mufakat
kepada pemilik tanah yang terkena proyek pelebaran dowble way serta
merespon keberatan-keberatan pemilik tanah. Mengadakan perundingan atau
lebth tepat dengan musyawarah, dengan para pemilik/pemegang hak atas
tanah, bangunan dan tanaman tumbuh. Ditekankan pada perundingan sehab,
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Panitia Pembebasan Tanah dibentuk juga untuk melakukan musyawarah
(secara damai), dan yang digunakan sebagai pegangan untuk merundingkan
harga/uang ganti rugi adalah harga dasar yang ditetapkan oleh Bupati secara
berkala.

Tanpa adanya musyawarah berarti ada paksaan, sedangkan pemerintah dan
rakyat membangun bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar bersama-
sama atau gotong royong yang dilandasi kepada musyawarah mufakat,
Sepanjang menyangkut pohon-pohonan yang bernilai (jati, mangga, rumpun
pisang, rumpun bambu dan sebagainya) maka kesemuanya harus dinilai dan
dibayar juga ganti rugi/harganya seketika itu, bersamaan dengan harga/uang
ganti rugi tanah.

Memberikan  penyuluhan-penyuluhan  kepada  masyarakat vang
bersangkutan, baik secara langsung terjun ke masyarakat hingga lapisan
yang terendah ataupun membenkan penvuluhan melalui media cetak
maupun media elektronik. Penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember biasanya menjelaskan seputar
masalah bahwa prosedur yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember tidaklah serumit yang dibayangkan oleh masyarakat. Hal ini karena
Standar Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan telah mengatur
semua prosedur yang berlaku dengan jelas, termasuk jangka waktu
pengurusan permohonan yang telah dibentuk sedemikian rupa agar tidak
memakan waktu yang terlalu lama. Sehingga diharapkan jangka wakitu
tersebut  tidak menghalangi  keinginan-keinginan pemohon  untuk
memantaatkan tanah yang bersangkutan,

Memberikan pengertian kepada para pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan sengketa atas tanah tersebut terlebih dahulu dengan cara
kekeluargaan, karena semakin cepat sengketa tersebut diselesaikan akan
semakin memudahkan kegiatan pengurusan permohonan yang bersangkutan,
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sendiri tidak memiliki wewenang
untuk memutuskan sengketa tersebut. Jika sengketa tersebut adalah sengketa
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batas pada saat pengukuran di lapangan, maka petugas ukur yang ada di
lapangan akan memberikan pengertian tentang hal ini.

Untuk meningkatkan kinerja administrasi pertanahan menuju peningkatan

pelayanan prima, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember, vaitu.

i

Penerapan sistem loket.

Rencana peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pertanahan
antara lain dengan menyiapkan dan memfungsikan sistem loket serta
mewajibkan semua jenis pelayanan pertanahan melalui sistem loket. Adanya
sistem loket dimaksudkan agar pemohon tidak perlu bertemu dengan
simpul-simpul pelayanan, namun cukup dengan petugas loket dan hila
berkasnya lengkap, cukup datang tiga kali yaitu saat mendaftar, pembayaran
dan pengambilan produk.

Sesuai dengan aturan yang ada maka jumlah vang ada adalah empat loket,
yaitu loket informasi, loket penyerahan berkas, loket pembayaran dan loket
penyerahan produk pertanahan. Pada dasamva sistem loket telah dijalankan
dengan baik.

Memngkatkan sumber daya manusia bagi karyawan-karyawannya melalui
Pusdiklat-Pusdiklat yang berhubungan langsung dengan administrasi
pertanahan.

Untuk lebih meningkatkan penguasaan karyawan terhadap pekerjaan yang
ada pada umumnya, maka pihak Kantor Pertanahan telah memberikan
kesempatan pada karyawannya yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta
pada kursus-kursus dan pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pertanahan
sendiri  maupun instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjan
pertanahan, disamping juga memben kesempatan kepada karyawannya
untuk ikut tugas belajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional maupun izin
belajar pada Perguruan Tinggi vang ada.

Meningkatkan kegiatan operasional dengan membangun jaringan sistem
komputerisasi yang disebut LOC (Line Office Computer).
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Sistem komputerisasi itu sendin diperoleh melalui bantuan vang diberikan
Pemerintah Prancis. Dengan sistem yang lebih modem diharapkan kegiatan
operasional dan administrasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember akan
lebih maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi pemohon.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan
pembebasan/pelepasan hak milik atas tanah guna proyek pelebaran double Wy
jalan Gajah Mada Jember, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
menggunakan upaya-upaya yang bersifat umum. Dengan upaya-upaya yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diharapkan mampu
mengatasi kendala-kendala yang ada baik secara administratif maupun kendala-
kendala yang ditemui di lapangan pada saat dilakukan proses pelaksanaan
pembebasan/pelepasan hak milik atas tanah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4.1

1)

3)

e ————

&% 5 LPT PERFUSTARAMN

g | NTVFRSITAS JEMBER

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah -

prosedur dari pelaksanaan pembebasan/pelepasan hak milik atas tanah
yang diperuntukkan proyck pelebaran jalan vang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu PMNA/AKBPN Nomor 3 Tahun 1997 dan ketentuan dalam
Standar Prosedur Operasi Pelayanan Pertanahan vang berlaku di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember

kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan/pelepasan hak milik
atas tanah tersebut yaitu terlalu banyaknya prosedur yang harus dipenuhi,
masih terdapat ketidakcocokan masalah harga tanah antara pemilik tanah
dengan panitia pembebasan tanah, tanah-tanah yang akan dibebaskan
lernyata  masth mengandung sengketa dengan pihak ketiga vyang
berhubungan dengan tanah yang bersangkutan dan hilangnya batas-batas
tanah yang akan dilepaskan;

upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember untuk mengatasi kendala yang tenadi, yaitu
dengan melakukan pendekatan dengan jalan musvawarah untuk mufakat
kepada pemilik tanah yang terkena proyek pelebaran jalan, memberikan
penyuluhan kepada masyarakat yang bersangkutan baik sccara langsung
maupun dengan media elektronik dan memberikan pengertan kepada para
prhak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu
dengan cara  kekeluargaan serta membangun  sistem jaringan

komputerisas).
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Saran

Saran Penyusun dalam skripsi ini, adalah
prosedur yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diharapkan untuk
dapat disederhanakan tetapi tidak lepas dari Ketentuan dalam Standar
Prosedur Operasi Pelayanan Pertanahan yang berlaku di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember;
bagi Pemerintah Kabupaten Jember sendiri, juga dibharapkan lebih aktif
memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat pemilik tanah,
diusahakan penyuluhan yang diberikan dilakukan secara langsung, dibarapkan
agar masyarakat pemilik tanah yang terkena proyek pelebaran jalan mengerti
arti penting diadakannya proyck tersebut yang memberikan manfaat dan
keuntungan. Di samping itu perlu memberikan pemahaman kepada pemilik
tanah, bahwa hak milik atas tanah bukanlah hak mutlak.
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DEPARTEMEN PENDIDIK AN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JL. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
W (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

3473/125.1.1/PP.9/ 2006 Jember, 11 September 2006

. Ijin Penelitian

Yth KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Ummmfmhnbﬂmhﬁdmmbmmumngmdnpkm
kepada Saudara seorang mahasiswa -

Nama : HAKI MURROSYIDIN

NIM 1020710101084
Program -8 1 Timu Hukum
Alamat -J1. Belitung Il No. 32 A Jember 0813361 10734

Keperiuan  : Penelitian Tentang Masalah
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH HAK MILIK YANG
TERKENA PELEBARAN JALAN DI JALAN DOUBLE WAY
GAJAH MADA JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan sccukupnya, karena hasil
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Amshanuundmlw.rjmmaymg baik kami ucapkan terimakasih
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